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WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 

NOMOR2; TAHUN 2014 

TENTANG 

STANDARISAS! BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARMN, 
DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 

Menimbang 

Mcngingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

bahwa agar pcrencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Bclanja Daerah Kola Pekalongan Tahun Anggaran 2015 dapat 
berjalan Lertib, lancar, berdayaguna dan bcrhasil guna sesuai 
ketentuan peraluran perundang-undangan yang bcrlaku, pcrlu 
menctapkan Peraluran Walikola tcntang Standarisasi Biaya 
Kegialan dan Honorarium, Biaya Pcmeliharaan dan Standarisasi 
Harga Pengadaan Barang/ ,Jasa Kcbutuhan Pemcrintah Kola 
Pckalongan Tahun 2015; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tat-rnn 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tcntang 
Pembentukan Dacrah-dacrah Kola Bcsar dalam Lingkungan 
Propinsi Djav.a Timur, Djawa Tcngah, Djavva Barat dan Dacrah 
lstimcwa ,Jogjakarta, scbagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pcrubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpubhk Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4437), scbagaimana tclah diubah bcbcrapa 
kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tenlang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tcnlang Pcmcrintahan Dacrah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pcmcrintah Nomor 21 Tahun 1988 tcntang 
Pcrubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupatcn Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupatcn Daerah Tingkat 11 Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 
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5. Pcraturan Pcmcrinlah Nomor 6 Tahun 2006 tcnlang Pengclolaan 
Barang Milik Negara/ Dae rah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609), scbagaimana Lelah diubah 
dengan Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2008 Lenlang 
Pcrubahan alas Peraluran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
Lentang Pcngclolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lcmbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

6. Peraturan Dacrah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kola 
Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11) ; 

Memperhatikan: Peraturan Mentcri Dalam Negcri Nomor 17 Tahun 2007 tenlang 
Pcdoman Teknis Pcngclolaan Barang Milik Dacrah; 

Menetapkan 

MEM UTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI BIAVA 
KEG!ATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN 
STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA 
KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015. 

Pasal l 

Dalam Pcraturan Walikola ini yang dimaksud dcngan SLandarisasi harga adalah 
pembakuan harga barang sesuai dengan jenis spcsifikasi dan kualitas dalam salu 
pcriodc Lertenlu. 

Pasal 2 

Standarisasi Biaya Kegialan dan Honorarium, Biaya Pcmeliharaan dan Standarisasi 
Harga Pcngadaan Barang/ ,Jasa Kcbutuhan Pcmcrintah Kola Pckalongan Tahun 
2015, sebagaimana tercantum dalam Lampi ran Pera tu ran Walikota ini. 

Pasal 3 

Standarisasi Biaya Kcgialan dan Honorarium, Biaya Pcmcliharaan dan Standarisasi 
Harga Pcngadaan Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan harga 
tertinggi dan sudah lermasuk Pajak Perlambahan Nilai (PPN), sebagai pedoman 
pcnyusunan perencanaan Tahun Anggaran 2015. 

Pasal4 

Pclaksanaan pcmeliharaan dan pcngadaan barang bcrpedoman pada harga saluan 
yang berlaku pada saat pckcrjaan/pcngadaan dilaksanakan dan tidak melampaui 
harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta dapat dinegoisasi 
secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas 
scsuai peraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku. 

Pasal 5 

(1) Patokan harga satuan untuk kendaraan bcrmotor opcrasional dinas dan suku 
cadangnya, ditetapkan dengan mendasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh 
agen tunggal pemegang merk. 
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(2) Patokan harga satuan untuk buku buku pcrpustakaan, ditctapkan dengan 
mendasarkan pada harga yang d1keluarkan oleh pcncrbit. 

(3) Patokan harga satuan untuk obat-obatan gencrik berpcdoman pada harga yang 
ditctapkan oleh Menteri Kcseh,1tan, untuk obat non gencrik mcndasarkan pada 
harga yang dikeluarkan olch pabrik obal dan harga obat yang dibcli dari apotik 
mcmakai harga nctto apotik ditambah kcuntungan pal mg banyak IO % 
(scpuluh perscn). 

Pasal 6 

Apabila dalam anggaran bcrjalan tcrdapat kenaikan harga yang mclcbihi harga 
tcrtinggi '>Cbagaimana dirnaksud dalam Pasal 2, atau barang-barang bcrharga 
satuannya bclum diatur dalam Pcraturan Walikota ini atau Peralllran yang lcbih 
tinggi harus mcndapat izin / pcrsctujuan Walikota. 

Pasal 7 

Pacla saat Peraturnn Walikota ini mulai berlaku, rnaka Pcrnturan Walikotn Nomor 
25 Tahun 2013 tcnlang Standarisasi Bmva Kcgiatan dan Honorarium, Biaya 
Pcmclihara,111 dan Standansas1 Harga Pcngad,wn Bar,mg/ Jc1sa Kebutuhan 
Pcmcnntah Kotc1 Pckalongan Tahun 2014 ( Serita Daerah Kota Pckalongan Tahun 
2013 Nomor 25), dicnbut dan dim utakan ticlak bcrluku. 

Pasal 8 

Pcrnturnn Walikota ini mulai bcrlaku pada tanggal 2 Janunn 2015. 

Ag,lr setidp orang mengctahuim c1, mcrnerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota 1111 dengan pcncmpatann\a dalam Serita Dacrah Kota Pckalongan. 
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D1tctapkan di Pekalongan 
pada tanggal 24 Juli 2014 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

MOHAMAD BASYIR AHMAD 

No. 

2. A~tS TEtJ I 

3. KABJG t1U!<.UM 



5.P.04. 

3. Perawatan tingkat kerusakan berat, biayanya maksimum adalah sebesar 65,00% 
dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, 
untuk tipe/klas dan lokasi yang sama. 

c. Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam usaha 
meningkatkan wujud bangunan, seperti melalui kegiatan renovasi atau restorasi (misal 
yang berkaitan dengan perawatan bangunan gedung bersejarah), besarnya biaya 
perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu 
kepada lnstansi Teknis setempat. 

PEMELIHARAAN BANGUNAN. 

a. Pemeliharaan bangunan adalah usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap 
berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, 
serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak. 

b. Pemeliharaan bangunan juga merupakan upaya untuk menghindari kerusakan 
komponen/elemen bangunan akibat keusangan/kelusuhan sebelum umurnya berakhir. 

c. Besarnya biaya pemeliharaan bangunan gedung tergantung pada fungsi dan klasifikasi 
bangunan. Biaya pemeliharaan per m2 bangunan gedung setiap tahunnya maksimum 
adalah sebesar 2,00% dari harga satuan per m2 tertinggi yang berlaku. 

WALi KOT A PEKALONGAN 

MOHAMAD BASYIR AHMAD 

PENANGGUNG JAWAU . 
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No. JA BAT AN P.l'\iU,r 
1. SEKDA 

5P_B,aya Pemeliharaan 5.P- 2 


